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KATA PENGANTAR 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan 

bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan 

beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam 

belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas 

utama dosen ini perlu dievaluasi  dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini 

dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.  

Buku pedoman ini berisi (1) rasional evaluasi yang ada pada bab pendahuluan, (2) beban 

kerja dan tugas utama dosen (3) prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi dan (4) rubrik evaluasi yang diletakkan pada Lampiran.  Diharapkan pedoman ini 

dapat digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

tugas penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.  

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim 

Penyusun dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini. 

Semoga program berjalan baik. 

 

Jakarta, --------- 2012 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di 

perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak 

mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.  

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 

ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. 

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan 

diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. 

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan 

beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam 

belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor 

atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan 

tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan 

luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.  Pelaksanaan tugas utama dosen ini 

perlu dievaluasi  dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen 

kepada para pemangku kepentingan. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen (BKD) 

berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan 
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maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku Pedoman ini 

dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan serta pelaporan Beban Kerja 

Dosen Tahun 2012 

 

B. Tujuan 

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk (1) meningkatkan profesionalisme 

dosen dalam melaksanakan tugas, (2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan (3) 

menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi (4) meningkatkan atmosfer 

akademik di semua jenjang perguruan tinggi dan (5) mempercepat terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional 

 

C. Landasan Hukum 

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan 

Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan 

Kehormatan Profesor 

8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi 

Pendidik Untuk Dosen 

9. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya 
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10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga 

Pengajar Pada Perguruan Tinggi 

 

 

D. Sistem Integrasi Pengembangan Karir Dosen (SI-PKD) 

Laporan Beban Kerja Dosen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem 

Integrasi Pengembangan Karir Dosen (SI-PKD) yang secara utuh dapat disajikan pada 

Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 

 

Para calon dosen untuk diakui sebagai dosen harus terdaftar sebagai dosen tetap 

baik di lingkungan Kemendikbud maupun non Kemendikbud (PP 37/2009 pasal 8 butir (d) ) 

bukti terdaftar ini dinyatakan dengan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), untuk 

mendapatkan NIDN maka calon dosen harus dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dari Ditjen Dikti. 

Apabila lolos dalam evaluasi maka dosen tersebut (1) mendapatkan NIDN, (2) biodata nya 

diakui dan dimasukan dalam data base dosen nasional, (3) mendapatkan hak 
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pengembangan karir misalnya bea siswa studi lanjut, hibah penelitian, hibah pengabdian 

kepada masyarakat dan (4) mendapatkan hak untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. 

Dosen yang sdh mendapatkan NIDN dapat diajukan untuk mengikuti proses 

sertifikasi dosen apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sertifikasi dosen dimaksudkan untuk memberi peluang kepada dosen menjadi dosen 

professional secara hukum. Proses sertifikasi dosen dilakukan oleh Perguruan Tinggi 

Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS). Dosen yang sudah lulus sertfikasi mempunyai hak 

(1) mendapatkan sertifikat sebagai tanda formal sebagai dosen professional, (2) 

mempunyai kewenangan mengajar di perguruan tinggi, dan (3) mendapatkan tunjangan 

profesi pendidik. 

Sebagai bentuk akuntabilitas dosen, maka dosen diwajibkan melaporkan Beban 

Kerja Dosen nya setiap semester. Kewenangan menjabarkan BKD diserahkan pada satuan 

pendidikan masing-masing. Data rekapitulasi yang dilaporkan oleh satuan pendidikan tinggi 

dijadikan acuan pada penghitungan tunjangan profesi maupun tunjangan kehormatan bagi 

professor. Disamping itu data ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan karir dosen 

selanjutnya (kenaikkan jabatan akademik) 

 

E. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen 

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut. 

1. Berbasis evaluasi diri 

2. Saling asah, asih dan asuh  

3. Meningkatkan profesionalisme dosen 

4. Meningkatkan atmosfer akademik  

5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi 

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen 

dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada 

bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) 

pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini 

diwujudkan dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Format F1 pada Lampiran I. Laporan 

format F1 di dukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. 

Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor 
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dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang 

kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah 

akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa 

mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka 

akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan 

sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam 

meningkatkan daya saing bangsa. 

 

 

F. Periode Evaluasi  

 Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun 

waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan  

terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 

tentang dosen pasal 8 ayat (1) butir b disebutkan bahwa beban kerja dosen paling sedikit 

sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap 

semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, oleh karena itu periode evaluasi Beban 

Kerja Dosen adalah tiap semester. 

  

G. Laporan Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin 

perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur 

Jenderal Pendidikan tinggi berwenang untuk memverikasi laporan ini. Pada perguruan 

tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat laporan dikoordinasikan oleh Koordinator 

Perguruan Tinggi Swasta kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

setiap tahun. 

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh 

karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen 

kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan 

tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin perguruan 

tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara 

maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap 
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dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila 

berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang undangan. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat maka sanksi ini diberikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pemimpin 

perguruan tinggi bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu 

melaporkan. 

   

H. Pelaksana Tugas Evaluasi 

 Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus-

menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, oleh karena itu 

sebaiknya tidak dilakukan oleh suatu panitia ad hoc tetapi dilakukan oleh sebuah struktur 

kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi tersebut misalnya 

Lembaga Penjaminan Mutu, LP3I atau yang lain. 

 Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan jurusan, departemen, 

fakultas maupun program studi untuk memaksimalkan proses kinerja dosen. Struktur 

organisasi pelaksana tugas dikembangkan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi dan 

merupakan bagian tak terpisah dari kelembagaan yang sudah ada di perguruan tinggi 

tersebut. 
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BAB II 

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN 

A. Beban Kerja Dosen 

  Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan 

Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan 

pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta 

menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat 

  Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi 

dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 

16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

(1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 

(sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;  

(2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang 

undangan;  

(3) tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai 

dengan peraturan perundang undangan  

(4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit 

sepadan dengan 3 (tiga) SKS  

(5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan 

dengan 3 sks setiap tahun 

  Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen 

untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan 

sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan 

melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks. 
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B. Tugas Utama Dosen 

  Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan 

pengajaran yang dapat berupa 

(1) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta  menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun 

percobaan/teknologi pengajaran; 

(2) membimbing seminar Mahasiswa;  

(3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja 

lapangan (PKL);  

(4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan 

laporan hasil penelitian tugas akhir; 

(5) penguji pada ujian akhir; 

(6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 

(7) mengembangkan program perkuliahan; 

(8) mengembangkan bahan pengajaran; 

(9) menyampaikan orasi ilmiah; 

(10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. 

(11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; 

(12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen. 

  Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan 

pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa  

(1) menghasilkan karya penelitian; 

(2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 

(3) mengedit/menyunting karya ilmiah; 

(4) membuat rancangan dan karya teknologi; 

(5) membuat rancangan karya seni. 

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa  

(1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat  negara sehingga 

harus dibebaskan dari jabatan organiknya;  

(2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang  dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat;  

(3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;  
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(4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 

pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;  

(5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. 

  Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa 

(1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; 

(2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; 

(3) menjadi anggota organisasi profesi; 

(4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; 

(5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; 

(6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; 

(7) mendapat tanda jasa/penghargaan; 

(8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah; 

(9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial. 

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut diatas disajikan pada 

Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen pada Lampiran V 

 

C. Kewajiban Khusus Profesor 

  Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah 

(1) menulis buku 

(2) menghasilkan karya ilmiah dan atau membimbing disertasi serta 

(3) menyebarluaskan gagasan  

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas 

profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilh oleh profesor. 

Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap 

tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban 

khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar 2.1. 2.2 

dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggunggurkan 

kewajiban khusus yang lain. 
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Gambar 2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun 

 

 

 

Gambar 2.2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 
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Gambar 2.3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 

 

Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan 

dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan 

setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan 

dengan  @ 3 SKS. Pada Gambar 2.2 dua  dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam 

satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang 

lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus 

tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Pada 

Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua 

tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada 

waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus 

dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS. 

 Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai 

dengan bidang keahliannya diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun 

internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering System) 

atau berupa ebook yang diunggah pada situs resmi perguruan tingginya selama minimal 

satu periode wajib khusus (3 tahun). Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya 

ilmiah dapat berupa Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni 
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atau teknologi sebagai ketua dan atau sebagai pembimbing utama (promotor) disertasi 

calon doctor memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni. 

Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa menulis jurnal ilmiah 

menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, 

penataran kepada masyarakat dan mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya 

teknologi dan atau seni. Perhitungan sks untuk masing-masing kewajiban tersebut disajikan 

pada Rubrik di Lampiran V. 

  Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan 

sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni 

 

D. Dosen Dengan Jabatan Struktural 

 Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat 

struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat 

tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

  Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau 

yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan 

kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor. 

 

E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar 

 Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban 

kerja dosen tugas belajar diatur dengan perturan perundang undangan tersendiri. 
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BAB III 

PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

 
A. Prosedur Evaluasi 

 Prosedur evaluasi Beban Kerja Dosen disajikan pada Gambar 3.1. 

 
 

Gambar 3.1 Prosedur Evaluasi Tugas Utama Dosen 
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Penjelasan: 

1. Dosen membuat laporan BKD secara periodik. Laporan BKD ini memuat semua aktivitas 

tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. 

Format laporan atau format F1 disajikan secara on line pada program BKD Dikti, dosen 

hanya tinggal mengisi sesuai aktivitas yang dilakukan pada semester yang dilaporkan.  

Laporan BKD kemudian ditunjukkan kepada dua orang asesor.  Asesor berjumlah dua 

orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian 

prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas 

tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Kriteria asesor disajikan pada Bab 3.C 

2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang 

dimaksud pada Bab. 3 dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka 

laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan 

kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan 

apabila diperlukan. Kedua asesor mengesahkan Format F1 dan meneruskan untuk 

dikompilasi kepada Dekan atau yang sederajat untuk mendapatkan pengesahan.  

3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi 

syarat seperti yang dimaksud pada Bab.3 dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai 

dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan 

dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki. Dalam hal terjadi 

selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan 

tinggi dapat menunjuk asesor ketiga. 

4. Dekan atau sebutan lain yang setingkat Dekan  mengesahkan hasil kompilasi laporan 

format F1. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran 

laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini 

kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap ditingkat universitas. Contoh 

hasil kompilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran II 

5. Rektor atau sebutan lain yang setingkat Rektor, mengkompilasi semua laporan dari 

tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor bertanggung 

jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh 

Dekan. Laporan kompilasi ini diunggah pada situs Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi.  
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6. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka laporan diserahkan 

atau dikirim kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dikompilasi 

ditingkat Kopertis pada waktu yang telah ditetapkan. Kopertis bertanggung jawab dan 

berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Rektor 

perguruan tinggi 

7. Kopertis kemudian mengkompilasi dan membuat rekap semua perguruan tinggi yang 

menjadi tanggung jawabnya. Kopertis kemudian menyerahkan dan atau mengirimkan 

laporan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

B. Rancangan Tugas Dosen 

 Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor 

maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Disamping itu 

dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi. Rancangan 

pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk 

mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan 

kesempatan kepada para dosennya untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.   

 

C. Asesor 

 Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat 

menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut. 

1. Dosen yang masih aktif  

2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi 

3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen 

4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi  

5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan 

6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan 

tinggi lain 

7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai 

8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau 

lebih tinggi dari dosen yang dinilai 
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9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau 

bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B 

sebagai asesor menilai A sebagai dosen)  

10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan didalam 

mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu 

maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria minimal jabatan akademik lektor 

kepala untuk pendidikan magister atau lector dengan pendidikan doctor dan sudah 

mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Kemudian 

Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus 

ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2013 – 

2015. Pada tahun 2016 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus 

mempunyai asesor tanpa kriteria khusus. 

 

D. Antarmuka Data antara Perguruan Tinggi/Kopertis dengan Ditjen Dikti 

Antarmuka untuk manajemen data antara Perguruan Tinggi/Kopertis dengan 

Ditjen Dikti disajikan dalam Gambar 3.2. Langkah-langkah operasional pembuatan 

laporan BKD adalah sebagai berikut. 

1. Dikti mengunggah program BKD ke situs Dikti --- 

2. Dosen membuat laporan dengan program yang dikembangkan oleh dikti tersebut 

3. Diserahkan ke asesor untuk  diverifikasi 

4. Hasil verifiaksi bila lolos kemudian disimpan pada Pangkalan Data Beban Kerja 

Dosen di Perguruan Tinggi 

5. Apabila tidak lolos diperbaiki dan diserahkan lagi ke asesor 

6. Petugas IT pada perguruan tinggi kemudian mengkompilasi semua data dosen pada 

perguruan tinggi dan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Pimpinan 

Perguruan Tinggi 

7. Rekap hasil kompilasi sesudah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan 

tinggi diunggah dan disimpan pada Pangkalan Data Beban Kerja Dosen (PD-BKD) 

Ditjen Dikti 

8. Ketika mengunggah rekap kompilasi disertakan dengan alamat situs perguruan 

tinggi yang dapat dilacak oleh petugas verifikasi Ditjen Dikti. Contoh data rekap 

ditunjukkan seperti format --- 
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9. Hasil verifikasi merupakan data yang dapat dipakai untuk menentukan 

keberlanjutan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan professor 

10. Untuk rekap professor disajikan seperti Format ----  

 

 
 

Gambar 3.2 Antarmuka Data Perg. Tinggi dan Dikti 

 
 


